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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menerangkan 

serta menjelaskan konsep istita’ah dalam pelaksanaan haji menurut pandangan 
para ulama. Obyek penelitian ini adalah masyarakat muslim di desa Latsari 
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban pengguna dana Talangan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari 
wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden. Penelitian ini 
bersifat deskripsi analitik yaitu menggambarkan dan menjelaskan tinjauan 
hukum Islam tentang evaluasi dana talangan haji berdasar konsep istita’ah dalam 
proses pendaftaran ibadah haji di Desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten 
Tuban. Hasil penelitian di desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban 
diketahui bahwa evaluasi dana talangan haji berdasar konsep istita’ah dalam 
proses pendaftaran ibadah haji dapat ditarik kesimpulan bahwa, konsep Dana 
Talangan Haji yang ditetapkan oleh pihak Bank syariah salah satunya Bank 
Mandiri Syari’ah mengganggu konsep istita’ah menurut pandangan para ulama.  
Penghapusan dana talangan haji oleh pihak pemerintah sudah tepat, karena 
mengganggu konsep istita’ah bagi calon jama’ah haji. 
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“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 

maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) 

menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban 

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”  

(QS: Ali Imran: [3]: 97)
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banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 

0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan 

tanda sekaligus sebagai berikut: 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

    ba>’ B be ب

   ta>’ T te ت

 s|a> s\ s\ (dengan titik di atas) ث

    ji>m    J je ج

 h{a>’ h{  h{a (dengan titik di bawah) ح

    kha>’ Kh ka dan ha خ

    da>l D de د

 z|a>l z\ z\e (dengan titik di atas) ذ

    ra>’ R er ر

    za>i Z zet ز

    si>n S es س

   syi>m Sy es dan ye ش

 s}a>d s} s} (dengan titik di bawah) ص

 d{a>d} d{ d}e (dengan titik di bawah) ض
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 t{a> t{ t{e (dengan titik di bawah) ط

 z{a>’ z{ z{et (dengan titik di bawah) ظ

 ain ´ koma terbalik di atas‘ ع

   gha> G ge غ

   fa>’ F ef ف

   qa>f Q qi ق

    ka>f K ka ك

 la>m L el/ al ل

   mi>m M em م

   nu>n N en ن

   wa>w W w و

   ha>’ H ha ھـ

‘ hamzah ء  Apostrof   

   ya>’ Y ye ي
 

B. Vokal (tunggal dan rangkap) 

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Vokal Nama Huruf latin Nama 

...َ... Fath}ah a A 

...ِ... Kasrah i I 

...ُ... D}amah u U 
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya ai a dan i .َ..ـي

 Fath}ah dan wau au a dan u .َ..ـو

 
Contoh : 

 Su'ila سُئِلَ  Kataba كَتَبَ 

 Kaifa كَيْفَ  Fa‘ala فَـعَلَ 

 H{aula حَوْلَ  Z|ukira ذكُِرَ 

   Yaz\habu يذَْهَبُ 

 

C.   Vocal Panjang (maddah): 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan alif a> a dengan garis di atas .َ..ـا

 .َ..ـي
Fath}ah dan ya a> a dengan garis di atas 

 .ِ..ـي
Kasrah dan ya i> i dengan garis di atas 

 D{ammah dan wau u> u dengan garis di atas .ُ..ـو
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Contoh : 

يْلَ قِ  Qa>la قاَلَ   Qi>la 

 Yaqu>lu  يَـقُوْلُ  <Rama رَمَى

 

D. Ta’ Marbu >t}ah 

1. Transliterasi ta’ marbu>t}ah hidup atau yang mendapat harakat fath}ah, kasrah, 

dan d}ammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Transliterasi ta’ marbu>t}ah mati atau mendapat harakat sukun, tansliterasinya 

adalah “h”. 

3. Jika Ta’ Marbu>t}ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan 

bacaannya terpisah, maka ta’ marbu>t}ah tersebut ditransliterasikan dengan 

“h”. 

 

Contoh: 

الِ طْفَ رَوْضَةُ اْلأَ   Raud}ah al-at}fa>l 

 al-Madi>nah al-Munawwarah الَْمَدِيْـنَةُ الْمُنـَورةَِ 

 T{alh}ah طلَْحَةُ 

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydi>d dilambangkan dengan huruf yang 

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh : 

 Al-h}ajj اَلحَْجّ  Nazzala نـَزلَ 

 ِالَْبر Al-birru  َمنُـع Nu'ima 
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F. Kata Sandang  “ ال   ” 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf [l] “ل” diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan “al” 

dan diikuti dengan kata penghubung “ - “.   

Contoh : 

 al-badi>>'u الَْبَدِيْعُ  ar-rajulu الَرجُلُ 

  al-qalamu الَْقَلَمُ  as-saiyidatu يدَةُ س لا

 
G. Hamzah 

Hamzah ditansliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, 

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 inna إِنta'khuz\u>na   تأَْ خُذُوْنَ 

 umirtu أمُِرْتُ  'an-nau الَنـوْءُ 

 akala أَكَلَ  Syai'un   شَيْءَ 

 
H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il atau kata kerja, isim maupun huruf, 

ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau 

harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh: 

زاَنَ   Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>n فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيـْ

 Ibra>hi>m al-khali>l  يْمُ الخْلَِيْلِ إِبْـراَهِ 

وَللِهِ عَلَي الناسِ حِج الْبـَيْتِ مَنِ 
 اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيْلاً 

Walilla>hi 'ala an-na>si h}ijju al-baiti 
manistat}a>'a ilaihi sabi>la> 

I. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri 

tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan 

kalimat. 

Contoh : 

 Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l وَمَامحَُمدٌ إِلا رَسُوْل

 -Syahru Ramad}a>nal laz\i> unzila fihi al شَهْرُ رَمَضَانَ الْذِي أنُْزلَِ فِيْهِ الْقُرْآنُ 
Qur'a>n 

 Inna awwala baitin wud{i'a linna>si إِن أوَلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِناسِ 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam, hampir 85%. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di 

negara ini banyak mengacu kepada aturan Islam. Ada lima pilar rukun Islam 

yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya menunaikan ibadah 

haji. 

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, 

shalat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ibadah tahunan 

yang dilaksanakan umat muslim sedunia yang mampu atau istitata’ah 

(material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa 

kegiatan di beberapa tempat di Mekah Arab Saudi pada suatu waktu yang 

1dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah 

Umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Kegiatan inti ibadah haji 

dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, Wukuf 

(berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir setelah 

melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 

Zulhijjah.2 Masyarakat Muslim Indonesia lazim menyebutnya hari Idul Adha 

                                                 
1Sundarmi Burkan Saleh, Pedoman Haji, Umrah dan Zakat (Jakarta: Senayan Abadi 

Publishing, 2003), hlm. 8 
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sebagai hari raya Haji karena berbarengan dengan perayaan ibadah Haji, 

artinya beberapa jamaah haji melangsungkan dengan cara hutang. 

Abdul Aziz dan Kustini mengemukakan, menunaikan ibadah haji 

merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu 

(istita’ah) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi 

untuk melaksanakan ibadah haji agar berjalan dengan baik dan lancer, dapat 

digolongkan dalam dua pengertian yaitu kemampuan personal dan kemampuan 

umum, yang dimaksud dengan kemampuan personal dan kemampuan umum 

adalah sebagai berikut : 

 Kemampuan personal (internal) yaitu, harus dipenuhi oleh masing-

masing individu, antara lain : kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan 

ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga yang ditinggalkan, selain itu 

memiliki pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. Sedangkan 

kemampuan umum (eksternal) adalah, segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh 

lingkungan negara dan pemerintah, antara lain : peraturan perundang undangan 

yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas tranportasi dan hubungan 

antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi.3 

 Atas dasar syarat kemampuan tersebut, maka tidak semua orang Islam 

yang diseru untuk menunaikan Ibadah Haji, kecuali bagi mereka yang mampu 

dan sanggup menunaikannya dengan bekal kemantapan haji. Sebagaimana 

firman Allah SWT.   

                                                 
3Abdul Aziz dan Kustini, Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik. (Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 12. 
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Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, 

materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh 

seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut 

belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup 

juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat 

pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanpun aman. 

Persoalan mendasar bagi kaum muslimin adalah masalah pendanaan. 

Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan 

ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji, 

namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam 

kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kesempatan pada 

lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat 

dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan 

biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Hampir setiap Bank Syariah menawarkan 

dana talangan haji (DTH) dengan berbagai, persyaratan yang beragam.  

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu dari bank penerima Setoran 

(BPS) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Menfasilitasi DTH kepada nasabah 

khusus untuk menutupi kekurangan dana agar bisa memperoleh kursi atau seat 

haji dan saat pelunasan BPIH.5  

                                                 
4QS. Ali Imran (3): 97  
5Anonim http://www.syariahmandiri.co.id  [diakses, 22 November  2015 
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PT. Bank Syariah Mandiri cukup lama menyelenggarakan ‘talangan’ 

hingga pada awal tahun 2015, sejak dihapuskan Dana Talangan Haji oleh 

menteri agama Lukman Hakim Saifuddin pada 28 januari 2015 memastikan 

karena dana talangan penyelenggara haji tidak sesuai dengan syariah Islam.6 

Sebelum dikeluarkannya Larangan Pengguanaan Dana Talangan Haji  

seorang jama’ah ada kendala uangnya masih belum siap untuk membayar 

batasan untuk memperoleh kuota tersebut masih dimungkinkan dengan 

penggunaan dana talangan haji (DTH) guna memperpendek jadwal antrian haji. 

Sampai dengan tahun ini, calon jamaah haji yang masih menggunakan DTH 

hanyalah mereka yang masa peminjamannya belum habis waktu.  

Pada saat ini jama’ah calon haji sudah tidak diperkenankan lagi untuk 

berhutang lagi dengan menggunakan DTH. Untuk mendapatkan seat haji calon 

jama’ah disarankan untuk membuat tabungan haji, dan jika sudah mencukupi 

pihak bank akan mendaftarkan agar diberikan kursi atau seat haji. 

 Menarik untuk dicermati alasan munculnya aturan yang dikeluarkan 

pada tanggal 28 januari 2015 tentang penghapusan dana talangan haji (DTH) 

karena tidak sesuai dengan konsep istita’ah menurut pandangan para ulama. 

Penelitian ini mencoba mengulas kembali pembiayaan DTH, dengan 

mengambil contoh operasional Bank mandiri syariah kantor cabang Tuban, dan 

responden berasal dari desa Latsari kecamatan Bancar kabupaten Tuban Jawa-

Timur. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tuban membawahi kantor cabang 

pembatu dan kantor kas, tahun 2014 perkembangan nasabah di Kantor Cabang 

                                                 
6M.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara /15/   
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Tuban 9.080 Nasabah, Kantor Kas Bancar 673 Nasabah, dan Kantor Kas 

Semanding 442 Nasabah.7 

Pada perkembangannya di beberapa negara (termasuk di Indonesia) 

untuk dapat pergi haji orang harus menunggu bertahun-tahun. Hal ini karena 

panjangnya daftar antri di samping adanya kuota dari otoritas Arab Saudi, 

maka orang yang berhutang meminjam dari bank, dipastikan sudah lunas 

giliran pergi hajinya. Sehingga seseorang bisa pergi haji tanpa meninggalkan 

beban hutang lagi. Dari sinilah timbul perbedaan pandangan di kalangan para 

ulama mengenai pemenuhan syarat istit}a’ah pelaksanaan ibadah haji dengan 

menggunakan dana pinjaman dari bank maupn instansi lainnya. Ada yang 

mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. 

Nasr Farid Wasil seorang Mufti Mesir misalnya, mengatakan tidak 

membolehkan haji dengan hutang, jika hal itu terjadi, berarti seseorang itu 

tidak memiliki kemampuan, dan menganggapnya bertentangan dengan nas} 

(al-Qur’an), sebagaimana bunyi ayat QS. Ali Imran [3]: 96-97 di atas. 

Ayat tersebut memberi isyarat bahwa ibadah haji adalah kewajiban 

pribadi bagi setiap muslim dan muslimat sekali seumur hidup, tatkala sudah 

terpenuhi semua syarat wajibnya haji, di antaranya kemampuan harta dan fisik. 

Nasr Farid Wasil juga menegaskan bahwa Islam menganjurkan untuk 

melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan seperti 

yang telah didefinisikan para ahli fiqh.8 Dari sini jelas tidak perlu seseorang 

                                                 
7 Data Bank Syari’ah Mandiri Cabang Tuban 
8 Abu> Al-Walid Muh}ammad bin Ah}mad Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah 

al-Maqtasi>d, (Beiru>t: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), hlm. 167.  
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pergi haji dengan cara berhutang atau dengan cara mencicil sehingga ia 

bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ibadah haji telah gugur 

baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan (Istit}a>’ah). 

Berbeda dengan pandangan Huzaifah Muhammad al-Musayar, jika 

seorang muslim memiliki sebab-sebab yang menghantarkannya untuk 

melaksanakan ibadah haji tanpa memberatkan orang yang mengikutinya dan 

menjadi tanggungjawabnya, maka jadilah menunaikan ibadah sebagai 

kewajiban. Tanpa melihat apakah dana hajinya berasal dari hutang dengan 

mencicil atau lainnya selama harta yang digunakannya berasal dari hal yang 

halal dan usaha yang disyari’atkan.9 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah pemerintahan Jawa 

Timur yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Kabupaten dengan jumlah 

penduduk sekitar 1.2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan. Secara geografis 

Tuban terletak dalam wilayah yang strategis yakni diperbatasan Jawa Tengah 

dan Jawa Timur yang dilintasi oleh Jalan Nasional Deandels di Pantai Utara.  

Oleh karena itu, dalam sejarahnya, Tuban dijadikan pelabuhan utama Kerajaan 

Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran Agama Islam oleh para 

Walisongo.  

Saat ini antusiasme masyarakat yang ingin melaksanakan Ibadah haji 

khususnya di desa Latsari kecamatan Bancar kabupaten Tuban sangatlah besar 

meskipun asih kurang memahami konsep istitata’ahdalam pendaftaran haji.  

                                                 
9Fatwa Lajnah Daimah, dalam http://www.islamweb.net, diakses tanggal 21 Mei 2015.  
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Berdasarkan data Calon Jemaah Haji tahun 2013-2014 mayoritas jamaah 

yang haji sebagai petani. Sebagaimana dikatakan Siti Mardiyah selaku 

Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Tuban bahwa 

60 % Calon Jamaah Haji mereka yang status pekerjaannya sebagai petani, 

sedangkan sisanya didominasui oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Swasta”.10 

Berdasarkan uraian di ataslah,  maka penelitian ini berjudul “Evaluasi 

Dana Talangan Haji berdasar konsep istitata’ahdalam proses pendaftaran Haji 

di desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.  

 
B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalahnya 

yaitu : Apakah proses pendaftaran haji yang menggunakan Dana Talangan Haji 

(DTH) memenuhi konsep istitata’ah?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk membuktikan bahwa penggunaan Dana Talangan Haji (DTH) untuk 

proses pendaftaran ibadah haji menggangu konsep istita’ah. 

b. Untuk mengetahui dan memahami konsep istitata’ah dalam proses 

pendaftaran haji. 

c. Untuk mengevaluasi pelaksanaan DTH 

 

                                                 
10Wawancara dengan Siti Mardiyah selaku Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh 

Kabupaten Tuban pada tanggal 2 Juni 2015. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi 

beberapa hal, yakni: 

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

dan pengetahuan tentang teori istitata’ah dalam pemberangkatan haji 

dengan dana talangan.  

b. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

landasan rintisan (berupa ide atau saran) bagi pengembangan khazanah 

ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun 

saran) dan disiplin ilmu syari’ah khususnya dalam bidang pengembangan 

Ilmu Mu’amalah. 

A. Tinjauan Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan analisis 

antara lain : 

Menurut Rahmat Noer Hamdani pada  umumnya masyarakat 

Kecamatan Sawang Aceh Selatan, membenarkan haji dengan mengambil 

pinjaman dari bank, karena antrian untuk berangkat menunaikan ibadah haji 

sangat lama, maka masyarakat memanfaatkan waktu tersebut untuk menabung 

dengan cara mengambil terlebih dahulu biaya haji pemerintah. kemudian calon 

jamaah membayar angsuran kepada Bank, sampai dengan waktu 

keberangkatan11. 

                                                 
11 Rahmat Noer Hamdani, “Perspektif Masyarakat Tentang Menunaikan Ibadah Haji 

Dengan Cara Berhutang (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), Skripsi 
tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Aceh, 2016” 
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Penelitian Muhamad Hidayat Rifa’i membahasa seputar tinjauan hukum 

Islam terhadap produk talangan Haji di salah satu bank swasta yakni Bank 

Mandiri Syari’ah di Yogyakarta. Di mana dalam pembahasannya Islam 

membolehkan menggunakan dana talangan Haji dari bank yang ditunjuk untuk 

mengurusi dana talangan kepengurusan calon jamaah haji.12  

Didalam penelitiannya Suleman membandingkan beban biaya atas 

Dana Talangan Haji dari dua bank yaitu Bank Muamalat dan Mega Syariah. Di 

mana dijelaskan bahwa beban biaya talangan Bank Muamalat lebih besar 

dibandingkan dengan Bank Mega Syari’ah.13  

Dalam penelitian M Saipul Hidayat menjelaskan MUI tak 

mempermasalahkan mekanisme penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan 

haji. Artinya mekanisme pinjaman ke bank untuk pelaksanaan haji dibolehkan, 

asalkan tidak ada imbalan atau komisi dalam talangannya. Komisi hanya 

diterapkan perbankan dalam proses kepengurusannya.14  

Dari beberapa peneliti yang telah diuraikan di atas, seluruhanya 

membahas tentang hukum kebolehan melaksanakan haji dengan menggunakan 

dana talangan dari bank. Penelitian ini hanya ingin mengulas seputar 

pemenuhan syarat seseorang dikatakan mampu (istit}a’ah) terlebih dengan 

                                                 
12Muhammad Hidayat Rifa’i dengan judul mengambil judul: “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Cik Di Tiro 
Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010  

13Andi Suleman, “Evaluasi Beban Biaya atas Dana Talangan Haji pada Bank Muamalat 
dan Bank Mega Syari’ah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012 

14M. Saipul Hidayat, “Dana Talangan Haji (Studi Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 
tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah) Skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013   
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menggunakan dana talangan dari sebuah bank. Namun demikian rujukan dalam 

penelitian dapat dignakan untuk mempertajam analisis. 

B. Kerangka Teori 

Ibadah haji merupakan salah satu wujud totalitas pengabdian seorang 

makhluk kepada sang Khaliq, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an 

berikut ini: 

=#& آ;, 8#/َ, !9(م إ78اھ#6 و!  د15&  ]96[ إن أول 8#, وJK '1/(س 'I1ي GH$8 !$(ر4( وھFى '1?1<# 

   4.15(ن ءا!/( و3 012 ا'/(س .- ا'$#, !  ا%+*(ع إ'#& %$#" و!  C= 7D4ن الله A/@ 2  ا'?1<# 

Di samping itu haji merupakan amal yang paling utama, sebagaimana 

yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Abu 

Hurairah r.a berikut: 

M 6 !(ذاN O#M &'P%9(ل إ;<(ن 8(3 ور= OQ=أ O>?'أيّ ا OS% 61%01 الله 12#& وT ل اللهP%ل أنّ ر)

  16.ا'UV(د =@ %$#O الله 6N O#M !(ذا M(ل .ّ- !$7ور

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat ditarik sebuah ketegasan bahwa 

melaksanakan haji bagi umat muslim, salah satunya disyaratkan adanya 

kecukupan dan kemampuan melaksanakannya, baik secara material, fisik, dan 

keilmuan. Pergi haji adalah perjuangan panjang, maka dibutuhkan perbekalan 

yang mencukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan baginya 

seseorang mencapai derajat  haji yang mambur. Oleh karena itu para ulama 

telah sepakat bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan. 

                                                 
15Ali Imran (3): 96-97  
16Imam Bukhari, S{ahi>h al-Bukha>ri>, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1994), min Kita>b alManasik 

Juz I:  no. 460 hlm. 472. 
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Di antara makna istitata’ah (kemampuan) bagi orang yang hendak pergi 

haji adalah kemampuannya dalam hal harta, baik harta sebagai biaya 

keberangkatan dan keperluan saat pergi haji, juga untuk keluarga yang 

ditinggal. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji tetapi meninggalkan 

keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari 

menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. Bagi yang belum ada 

kemampuan maka gugurlah kewajibannya. Sebab Allah tidak membebani 

kepada hamba-Nya tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu tidak boleh 

seseorang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak 

memaksa hambanya untuk melaksanakannya.  

Pada dasarnya hukum berhaji dengan berhutang itu tidak dibolehkan, hal 

ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Abi ‘Aufa, 

berkata.17 

-W; 6' ل)X7'01 الله و%61 2  اT ل اللهP%ر ,'Y% ’"[" ل)M ؟-W1' 79ض+]; أ.   

Dalam hal ini Imam asy-Syafi’i memberi komentar dengan hadis di atas 

sebagai berikut: 

O#$]'ا FV; [ PU= 79ض+]; 7 أن#A )U8 -W; G?% &')! @=  H; 6'  !18.و  

Larangan ini terjadi karena Islam tidak menghendaki orang yang pergi 

haji membawa beban hutang. Hal inipun dipertegas dengan pendapat Ibnu 

Usaimin, seseorang tidak perlu berbuat demikian, karena seseorang tidak wajib 

                                                 
17Al-Baihaqi>, Ma’rifah as-Sunan wa al-Asar, (Mesir: Da>r Ih}ya>’ al-Turas al-Arab, 1960), 

hadis nomor 2788, VII: 363 .   
18Imam asy-Syafi’i, Al-Umm, (Mesir: Al-Matba’ah al-Khairiyyah, 1319 H), hlm. 65.  
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menunaikan ibadah haji jika dia memiliki hutang, apalagi halnya jika dia 

sengaja berhutang untuk menunaikan haji. Karena menunaikan haji dengan 

kondisi tersebut bukan merupakan kewajiban baginya, karenanya dia 

seharusnya menerima keringan Allah, keleluasaan dan kasih sayang-Nya. 

Seseorang tidak dibebankan untuk berhutang yang dia tidak tahu apakah dapat 

melunasi atau tidak. Boleh jadi dia meninggal sebelum melunasi sehingga dia 

masih memiliki tanggungan. Terlebih lagi jika peminjaman dengan cara 

piminjamannya ada unsur riba untuk menunaikan ibadah haji, maka hal itu 

merupakan dosa yang sangat besar.19 

'P1?D` 6ا =YذPbا 7W8ب  ;(ْ;U( ا'I;  ءا!/Pا ا`P9ا الله وذروا !( 98@ !  ا'P87ّا إن C= .  #/! _! 6+/4ن

    20.!  الله ور%P'& وإن `$+6H1= 6 رءوس أ!P>1c` [ 6H'Pن و] `P>1cن

Dalam ayat lain juga Allah menegaskan tentang ayat riba yang harus 

dijauhi umat Islam, yaitu: 

 ! Gc2P! ءَه)X  >= اP87'و.7م ا J#$'الله ا O.وأ!7ه إ'0 الله و!   وأ e1%)! &1= 0U+b)= &ّ8ر

2.21(د =Yو 'gS أfWT ا'/(ر ھF15 )U#= 6ون  

Berdasarkan kedua ayat diatas bisa diperhatikan bahwa dalam ibadah 

adalah bekal finansial seperti apa yang harus dipersiapkan? Yakni harta yang 

halal dan berasal dari usaha yang baik, serta bukan dari usaha yang haram. 

Karena ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, ibadah yang 

                                                 
19Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, I: 277, dalam 

http://www.shaimaatalla.com/vb/showthread.php/t=732, diakses 21 Mei 2015. 
20Al-Baqarah (2): 278-279  
21Al-Baqarah (2): 275  
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mulia dan syiar Islam yang agung. Sangat tidak pantas ibadah semulia ini 

dimodalkan dengan harta yang haram dan kotor, tidak sepatutnya usaha 

mendekatkan diri kepada Allah dengan uang atau harta yang kotor atau ada 

unsur haram. Apalagi seseorang tersebut mengetahui keharaman hartanya. Ini 

merupakan sikap talbisul haq bil batil yang sangat dicela oleh Allah, 

sebagaimana firman-Nya yang berbunyi: 

22.و] `P]$1ا ا'O*$')8 hW و`P>+Hا ا'hW وأP>1?` 6+bن  

Secara fiqh, walaupun ada ulama yang berpendapat hajinya tetap sah 

selama manasiknya benar dan sempurna, namun mereka tetap mengatakan 

bahwa haji dengan uang haram adalah berdosa.  

Bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang 

sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam 

sebagaimana yang diatur dalam Al Qu’an dan Al Hadist.23  

Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber 

kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan 

yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung 

didalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam 

bentuk sunnah (hadis).724 

                                                 
22Al-Baqarah (2): 42.  

23Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11 
24Widya Ningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta : 
Kencana Prenada Media, 2007), hal. 4 
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Secara yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan 

Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari 

Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-

Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) 

membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, 

adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa 

dibidang perbankan syariah8. 25Lembaga yang dimaksud, yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).26 

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (qard}) dari bank syariah 

kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi 

(seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana 

talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian 

wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu 

tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh 

                                                 
25Abdul Gofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (Bandung : Refika Aditama, 2009) 

hal.5 
26Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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imbalan (fee/ ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang 

dipinjamkan.27 

Dasar fikihnya adalah akad qard wa ijarah, sesuai Fatwa DSN (Dewan 

Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 

tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi 

akad qard wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) 

dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada 

nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan ijarah 

seperti  

. #!iى اP9'7ت اVS+%7ه إن 5#7 !  اVS+%8, اY; )>UjF.إ ,')M 

28 

dan dalil yang membolehkan meminjam uang (qard}) (seperti. 

)U;Y;  ;I'ا اP/!ا;/+6 إذا ءاF`  ;F8 0'إ  OXه ![ّ<0ً أP$+4)= f+H#'6 وH/#8 f`)4 لF?')8 [ب وY; f`)4 أن 

f+H; )>4 &>ّ12 الله f+H#1= O1>#'ى وI'12#& ا hW'ا h+#'و] ر8& الله و lm$; &/! )S#n ...29  

 
C. Metode Penelitian 

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang 

sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam 

memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat 

menentukan hasil yang akan dicapai. 

                                                 
27Anonim, “Khila>fah”, dalam 

http://khilafah1924.org/index.php?Option=com_content&task=view&id=786, diakses tanggal 
29 November 2015  

28QS al-Qas}as}, [28] : 26 
29QS al-Baqarah [2] : 282 



16 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur (library research) 

dan penelitian lapangan (field research), obyek penelitiannya adalah 

mengenai syarat istita’ah dalam haji dan hal-hal yang berkaitan dengan 

istita’ah dalam melaksanakan ibadah haji, sekaligus sebagai data primer. 

Untuk mendukungnya dilakukan kajian pustaka yang bahannya diambil dari 

sumber-sumber kepustakaan, baik dalam bentuk perundang-undangan, 

maupun pendapat ulama. Penelitian lapangan (field research) yang 

digunakan sebagai bahan bukti efek dari penggunaan (DTH). 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara-cara yang 

dipakai untuk memperoleh data yang lengkap serta objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, metode yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah : 

 
a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan kuesioner dahulu untuk dijawab 

pada kesempatan lain.30 Hal ini ditujukan kepada pihak-pihak 

narasumber atau informan pengurus yang berkepentingan dalam 

pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Tuban, seperti Kementerian 

                                                 
30Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah”, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138 
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Agama Kabupaten Tuban, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tuban. 

Adapun bentuk wawancara adalah wawancara bebas-terbatas, dengan 

menggunakan pertanyaan untuk wawancara, sementara pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dikembangkan dalam proses wawancara. 

b. Kuesioner 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. 

Kuesioner diisi oleh responden sesuai dengan hal-hal yang di ketahuinya. 

Melalui kuiseoner peneliti mendapatkan jawaban atau pola fikir 

responden. 

3. Analisis Data  

Penelitian ini bersifat deskripsi, yaitu berusaha menggambarkan dan 

menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang syarat istita’ah dalam haji dan 

relevansinya terhadap pelaksanaan haji dengan dana talangan haji (DTH) 

bank. Proses analisis data menggunakan tiga sub proses yang saling 

berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 
Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, 

catatan dan bacaan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan 

dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk 

gabungan informasi dan ringkasan terstruktur dengan menggunakan teknik 

penalaran atau berpikir secara deduktif yaitu suatu analisis data yang bertitik 

tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian 
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diambil suatu kesimpulan khusus.31 Langkah selanjutnya penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pembacaan dan 

penafsiran data yang terkumpul. Dengan dianalisis secara kualitatif akan 

diperoleh gambaran secara jelas mengenai pemenuhan syarat istita’ah dalam 

pelaksanaa ibadah haji dengan menggunakan dana talangan bank. 

 
D. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari 

sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu: 

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi 

secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang 

masalah, menetapkan pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Dua, untuk mengantarkan kepada permasalahan haji, maka bab ini 

akan diketengahkan konsep tentang ibadah yang pembahasannya meliputi 

pengertian haji, syarat-syarat, rukun, dasar hukumnya, dan mekanisme 

pelaksanaan haji. 

Bab Tiga, memfokuskan pada kajian lapangan di mana lokasi penelitian 

diadakan, di mana pembahasannya meliputi dua sub bab. Pada sub bab pertama 

mengulas tentang, gambaran umum lokasi penelitian, mulai dari letak dan 

geografisnya, jumlah penduduk, perekonomian. Pada sub bab kedua, 

                                                 
31Winarno Surachmat, Dasar dan Teknik, hlm. 265. 
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membahas tentang Bank Mandiri Syariah sebagai pemberi dana talangan dalam 

pembiayaan haji dan perkembangan calon jamaah haji di Kabupaten Tuban.  

Bab Empat, bagian analisis, berisi tinjauan hukum tentang pemenuhan 

syarat istitata’ahdalam pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana 

talangan haji dari bank. 

Bab Lima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan penutup yang 

berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

  
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumya, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Dana Talangan Haji 

harus ditutup karena merusak konsep Istita’ah dalam menjalankan Ibadah Haji. 

B. Saran  

Sebagai saran-saran untuk menyempurnakan penelitian ini, harapan 

penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan untuk : 

Masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji sebaiknya menggunakan 

tabungan haji untuk lebih terpenuhinya konsep istita’ah dalam menjalankan 

Ibadah berhaji.  
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